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Abstrak 
 

This Pengabdian Kepada Masyarakat  Program (PKM aims to provide practical understanding, 
training and knowledge of accounting and taxation in calculating, depositing and reporting 
taxes for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which can have an impact on the 
preparation of simple financial reports. The method used in this activity is direct socialization 
and demonstration regarding the practice of implementing MSME taxation and preparing 
simple financial reports. Based on the activities carried out, it can be concluded that many 
MSMEs do not understand tax rules and practices as well as preparing simple financial reports 
because MSMEs think that the business income they generate is still very minimal and their 
resources are limited so they cannot record complete financial reports.  
 
Kata kunci: Income Tax, Calculation, MSME 
 

Abstract 
 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan pemahaman, 
pelatihan dan pengetahuan secara praktis ilmu akuntansi dan perpajakan dalam  
penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  
yang dapat berdampak pada penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan metode sosialisasi dan demonstrasi 
secara langsung mengenai praktik pelaksanaan perpajakan UMKM dan penyusunan laporan 
keuangan sederhana. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku 
UMKM banyak yang belum memahami aturan dan praktik perpajakan serta penyusunan 
laporan keuangan sederhana dikarenakan pelaku UMKM berpendapat bahwa pendapatan 
usaha yang dihasilkan masih sangat minim dan terbatasnya sumber daya dimiliki sehingga 
mereka belum dapat melakukan pencatatan laporan keuangan secara lengkap. 
 
Keywords : Pajak Penghasilan, Penghitungan, UMKM. 
 
PENDAHULUAN 

UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran 
kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah 
kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Di Indonesia UMKM memiliki peranan sangat 
penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB 
terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.  
Ada beberapa kriteria – kriteria tertentu agar sebuah usaha dapat dikatakan atau digolongkan 
sebagai UMKM. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan izin usaha di masa depan dan 
menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Kriteria tersebut 
dibagi menjadi sebagai berikut: 
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Sumber: ukmindonesia.id (2019) 
 
Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia. Sumber 

penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM.  UMKM di 
Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari banyaknya 
jumlah UMKM tersebut hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin 
membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu (Hestu Yoga 
Saksama, 2020) Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat 
lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. 
Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dilatarbelakangi oleh 
beberapa alasan, diantaranya yaitu : 
1. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan 

dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian. 
Padahal ada banyak keuntungan jika pelaku UMKM membayar pajak diantaranya yaitu 
dapat mempermudah dalam pengembangan usaha karena NPWP selalu dibutuhkan dalam 
persyaratan administrasi, serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha; 

2. Ketidakpahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. 
Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas 
membayar pajak melalui online. 

Mengingat begitu pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara, Pemerintah 
telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi 
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 
Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang 
diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk 
mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan 
kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh 
pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi 
yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Bagi pelaku UMKM 
banyak keuntungan yang didapatkan jika patuh dalam membayar pajak yaitu seperti dapat 
meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi, membuat perencanaan 
keuangan usaha lebih baik, dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan profesionalitas 
usaha serta dapat mengajukan pinjaman pendanaan modal usaha ke Bank. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan 
perpajakan UMKM sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengelola dan 
mengembangkan bisnis atau usahanya. Hal tersebut memotivasi pelaksana PKM dari 
Mahasiswa dan didampingi Dosen Magister Akuntansi Universitas Pamulang untuk 
melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Perpajakan 
UMKM serta penyusunan laporan keuangan sederhana guna menambah pengetahuan dan 
pemahaman pelaku UMKM dan pada akhirnya dapat membantu pelaku UMKM untuk 
mengembangkan bisnisnya.  Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 
 

Ukuran Usaha Aset Omset (1 Th) 

Usaha Mikro Maksimal Rp. 50 Juta Maksimal Rp. 300 Juta 

Usaha Kecil 
Lebih dari Rp. 50 Juta - 
500 Juta  

Lebih dari Rp. 300 Juta - Rp.2,5 
Milyar 

Usaha Menengah 
Lebih dari Rp. 500 Juta - 
10 Milyar 

Lebih dari Rp. 2,5 Milyar - Rp. 
50 Milyar 

Usaha Besar Lebih dari Rp. 10 Milyar Lebih dari Rp. 50 Milyar 
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METODE 
Mengatasi permasalahan UMKM adalah langkah untuk mendukung pertumbuhan dan 

keberlanjutan sektor ini dalam perekonomian, maka dalam Program PKM ini dilakukan 
beberapa metode yang dapat membantu mengatasi permasalahan UMKM, yaitu sebagai 
berikut: 
1.Metode sosialisasi: yaitu narasumber PKM memaparkan ketentuan dan tarif  pajak UMKM 

sesuai jenis UMKM, serta manfaat dari patuh bayar pajak; 
2.Metode Demontrasi : yaitu narasumber mencontohkan cara menghitung pajak UMKM, tata 

cara penggunaan layanan pajak online dan cara lapor SPT pajak UMKM; 
3.Metode praktek / Latihan : : peserta diberikan soal tentang pajak penghasilan UMKM 

kemudian dibahas bersama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan 
peserta dalam menghitung pajak penghasilan UMKM dan cara menyetor pajak; 

4.Metode Tanya Jawab : peserta diberikan kesempatan untuk bertanya hal-hal yang 
berhubungan dengan pajak UMKM. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di aula serbaguna Kelurahan Kutabumi Kecamatan 
Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Desember 2022 dengan peserta 30 
orang yang merupakan anggota dari UMKM Forsamik Kutabumi Kabupaten Tangerang. 

 
Tahap Persiapan 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan program kerjasama dalam 
negeri antara Magister Akuntansi Universitas Pamulang dan UMKM Forsamik Kutabumi 
Kabupaten Tangerang, sehingga tahap persiapan ini dilakukan dengan mengurus izin antara 
kedua belah pihak serta tim di Kelurahan Kutabumi yang merupakan lokasi kegiatan. Tim 
pelaksana juga melakukan survei lokasi kegiatan serta melakukan diskusi tentang tema/topik 
yang akan dipresentasikan. 

 
Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 
1. Sosialisasi dan Demonstrasi 

Pada tahap ini pemaparan dan sosialisasi tentang ketentuan, tarif pajak, cara 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak UMKM. Narasumber juga menyampaikan 
manfaat dari patuh bayar pajak dan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku 
usaha UMKM. Sosialisasi dan demonstrasi dilakukan dengan cara presentasi oleh Ahmad 
Arbai., S.E mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pamulang dan juga merupakan 
seorang praktisi perpajakan 
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2. Praktik/ Latihan 
Pada tahap ini, peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk dapat menghitung 

sendiri pajak penghasilan dan bagaimana cara menyetor serta melaporkannya. 

 
Gambar  2. Peserta mendengarkan simulasi penghitungan Pajak Penghasilan 

 
3. Tanya Jawab dan Diskusi Perpajakan 

Peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan 
dengan UMKM dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Dari tahapan ini diketahui 
bahwa banyak peserta selaku pelaku usaha UMKM belum melakukan pencatatan 
keuangan secara lengkap dan masih ada yang belum paham dalam melakukan pencatatan 
laporan keuangannya. Banyak dari peserta kegiatan yang belum memahami cara membuat 
NPWP, menghitung dan melapor pajaknya karena keterbatasan informasi serta merasa 
omset usahanya masih sangat minim. 

 

 
 

Gambar 3. Sesi Tanya Jawab 
 

SIMPULAN 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku 

UMKM dengan memberikan pemahaman tentang ketentuan, tarif, cara menghitung, menyetor 
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dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan 
pemahaman dan pengetahuan kepada peserta mengenai Pajak UMKM dan alasan pelaku 
UMKM harus membayar pajak. 
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Gambar 4. Foto bersama Peserta Kegiatan 
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